PROVINSI SULAWESI TE IV C:Ciédits

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR § TAHUN 2017,

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDEFR
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BOMEBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ©5A
BUPATI BOMBANA,

. Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjiiti Peraturarn Meneri Da am

. Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedomrart Umum
Pengarustamaan Gender di Daerah perlu rmengatur Pedoman
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalain peribangunan
Daerah di Kabupaten Bombana;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukar, peran dan
kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender dalam = pembengunan,  diperlukan

Pengarusutamaan Gender schingga dapet be peranscrta

dalam proses pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbhagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menectapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Fengarasutamaan
Gender dalam Pembangunan Daerah d: Kabupaten Bombana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang l’engesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Sentuk Ciskriminas:
Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republil: Indonesia
Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Nega a Republik
Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tertang l'engesahan
Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalamn Pekeraan dan
Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negarz Republil: Indonesia
Nomor 3836);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 teatang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republi< Indonesia
Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentsng Pe nhentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten wakatobi, Kabupaten
kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawes  Tengpaia
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
145, Tambahan lembaran Negara Republik Inconzsia No:nor(h
4339);

(



Memperhatikan

10.

13 P

12.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentzng Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5 Tambahser lermbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaren Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tembahan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perabentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negari Republik
Indonesia Tahun 2011 Noinor 82, Taimbanan lembaanr
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

0Ny

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  teatang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarin Negara
Republik Indonesia Nomor 5587}, schagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undar,g Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femecrintat an Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 20135 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia Nomeor
5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Teéhun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Daarn Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum P:laksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tehun 2008
tentang Pedoman Umum Pengarustamaan Gender di Daerah
perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Pengsristarmaain
Gender dalam pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Takun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bombana Tahun Anggaran 2017,

Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 201€ tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fangsi Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan DIcrempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Bombana;

: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nornor ¢ T: hun 2000
Tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dam Pembangunan
Nasional
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELARSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMEANGUNAN
DAERAH DI KABUPATEN BOMBANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud denzar

L.
2.

10.

11.

12:

13.

Daerah adalah Kabupaten Bombana.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daeraln vaing 1acminpii
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bombana.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selarjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bombana

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupeaterr Bombana
yang dipimpin oleh camat.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat
daerah Kabupaten Bombana di bawah kecamatan

Desa adalah kesatuan masyarakal hukuin yanz imneauliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setemopat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang ciakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pengarusutamaan Gender di Daerah vyang celanjutnya
disebut PUG adalah strategi yang dibangin untuk
mengintegrasikan gender menjadi laki-iski clan pe einpuian,
Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan
peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan Hserempuan
yang terjadi akibat dari dan dapat berubah olen keadaan
sosial dan budaya masyarakat.

Gender adalah pola hubungan kerja antara lali-laki dan
perempuan dalam upaya meningkatkar proses
pembangunan pemberdayaan perempuan dan perslindungan
anak.

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil
terhadap laki-laki dan perempuan.

Analisis Gender adalah proses analisis dalz gerder secar=
sistematis tentang kondisi laki-laki cdan »erempuan
khususnya berkaitan dengan tingkat akses, »jartisipasi,
kontrol dan perolehan manfaat dalan: proses peribanguian
untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya
ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab
antara laki-laki dan perempuan

Gender Budget Statement yang selanjutnya disingcat GBS
adalah dokumen yang menginformasiken suefa putpuat
kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang
ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output
kegiatan untuk menangani permasaizhan  Kesenjsngain
gender.
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14. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang rempunyai
kemampuan untuk melakukan pengarusutamaar. gender di

15.

Unit kerjanya masing-masing.

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya
disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi, koordinasi bagi
pelaksana dan penggerak pengarusutarnaaa gender dari
semua SKPD, Kelurahan dan Desa di lingkungan Pemerintah

Daerah.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berasaskan padc
terhadap harkat dan martabat manusia

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

perghor

(0& Lt

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan
Kepada Pemerintah Daerah dalam penyclenggaraan

Pemerintahan pembangunan dan pelayznan

. 1

nasyarakat

dalam rangka menciptakan kesetaraan dao kead lan Gerder

di Kabupaten Bombana;

Bagiai: Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan :

memberikan acuan bagi Aparatur Pemerintah Dacrah dan
Desa dalam menyusun strategi mengintegrasian gernder yang
o laksanean,
penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijjakan,
di Kabupaten

a.

dilakukan melalui peTencanaan,

program dan kegiatan pembangunan
Bombana,

mewujudkan perencanaan berperspektii gender
pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kelrutuhen,

melalui
potensi,

dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan percmpuan;

mewujudkan kesetaraan dan keadilan

gender

kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegary;
mewujudkan pengelolaan anggaran daeran yang responsif

gender;

meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalaim

dalam

edudukain,

peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan
sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; den

meningkatkan peran dan kemandisiai

leinsaga

yang

menangani Pemberdayaan Perempuan can Pcrlndungan

Anak.
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(1)

(2)
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(2)
3)

(2)

(1)
(2)
(3)
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BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal S5

Pemerintah Daerah berkewajivan meavusun  kebiakao,
program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunar  Jangka
Menengah Daerah, Rencana Btrategis SKYD daa Rencana
Kerja SKPD;

Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan peribangunan
responsif gender sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 6

Dalam melakukan analisis gender sehagzimane c:maksud
dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan n.etode alur
kerja analisis gender (gender analisys pathivay) aau metode
analisis lain;

Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD
dilakukan oleh masing-masing SKPD; dan

Pelaksanaan analisis genaer terhadap Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencara Strategis
SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerj: Anggaran
SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi
atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidannya.

Pasal 7

Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS; dan

Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi
dasar SKPD dalam menyusiin Kerangka &cian Kegiatan dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen
Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pe¢laksanaan Anggeran
SKPD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggarcan PUG di
Daerah;

Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksiic pada ayat
(1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupat;,

Satuan kerja yang menangani urusan perencanaan Daerah
mengkoordinasikan penyusunan Rencana Penbangunan
Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD,
Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender;
Bupati menetapkan Badan/Dinas yang membidangi tugas
pemberdayaan perempuan sebagai kcordinator
penyelenggaraan pengarusutameaan gender di Dacreh.



(1)

(2)

Pokja PUG Daerah sebagaimaina

Pasal 9

Untuk penguatan kelembagaan dan pengoptin elan seita
percepatan penyelenggaraan PUG di Daerah di bentuk
kelompok kerja PUG yang susunan anggota terdiri kepala
SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupat

Bupati menetapkan Kepala Satuan Kerja vang menangani
urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduagan Anak
di daerah sebagai Ketua Pokja PUG Dacrah can Kepala
Satuan Kerja yang menangani Urusan Perc¢ncancan Daerah
sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah.

Pasal 10

dimaksucd dalaia Pasal 9

mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

b.

FE®R™e Ao

s
.

[a—
.

(1)

(2)

mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepaca masing-
masing SKPD;

melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat,
lurah dan kepala desa;

menyusun program kerja setiap tahun;

mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran
yang responsif gender;

menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
merumuskan rekomendasi kebyakan kepada Bugat,
menyusun Profil Gender Daerah;

melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing
instansi,

menetapkan tim teknis untuk melakukan analis's terhadap
anggaran Daerah;

menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Dzerah;
mendorong dilaksanakannya pemilihan dan peneapan Focal
Point di masing-masing SKPD; dan

. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Bupat

Pasal 11

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j

beranggotakan aparatur yang memahami analis's anggeran

responsif gender.

Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Dacrah scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf k memuat :

a. PUG dalam peraturan Pedomeai: Usnuimn pelaksataan
Pengarusutamaan Gender di Daerah;

b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;

c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan

d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah

e. PUG dalam peraturan merujuk pada Peraturen Bupati di &

Daerah.

/



(1)

)

(3)

(1)

2

Bagian Ketiga
Focal Point

Pasal 12

Focal Point PUG pada setiap SKPD di Dacrah  erdiri cal
pejabat dan/atau staf yang membidang tugas perencenaan
dan/atau program;

Focal Point PUG sebagainiana dimaisud padi ayat (1)
mempunyai tugas:

a. membantu pengambil kebijakan untuk moemfasilitas:

penyelenggaraan PUG di satuan kerjany:;

b. mempromosikan pengarusutamaan gender peda unit

kerja;

c. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang
berperspektif gender;

d. melaksanakan sosialisasi dzn 2dvokas

pengarusutamaan gender kepada seluruh pejebat dan
staf di lingkungan SKPD;

e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala HKPD;

f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap
kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan

g. memfasilitasi penyusunan data gendaer peda  sebap
SKPD.

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ava: (1) dipilih

dan ditetapkan oleh Kepala atau Pimpinan SKPD

BAB IV
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaks: naain PUG
diwilayahnya kepada camat;

Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG diwilayahnya
kepada Bupati;

Kepala SKPD melaporkan hasil pelaksanaan PUC di satuan
kerjanya kepada Bupati;

Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:

a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersaagkutan;
b. hal-hal yang telai dicapai dalam pelaksanaan PUG pada
tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan
c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pclaksanaan

PUG; dan
d. upaya-upaya yang dilakukan dalam = menangani
hambatan yang ada.

Pasal 14

Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa sccera terud
menerus melaksanakan dan bertanggung jawab méemantau
pelaksanaan PUG;
Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepaia Kesa sccera terus
menerus melaksanakan dan bertanggung jewab atas
pelaksanaan PUG;



(3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahar rmnasukan
dalam penyusunan kebijakan, program darn kegi:iten tahun
mendatang.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarzkat dan lembage
swadaya masyarakat berhak turut serta dalamr berbagai
kegiatan PUG di Daerah.

Pasal 16

Mekanisme peran serta masyarakal pada berbaga kegjalan PUG
di daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang

meliputi :

a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;

b. penguatan kapasitas kelembagaarn e alun palatinan
konsultasi, advokasi dan koordinasi;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUC di Daerah pada
SKPD;

d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG dan

e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

(1} Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelsksalaan PUG
dibebankan pada Anggaran Pendapatan darn Belanja Daerah
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

(2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain
yang tidak mengikat, selain APBD dan AFBN dapat
dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Pagal 19

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dianggairkean jaca SKPD
yang terkait dengan pelaksanaan PUG

v/



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlakui pada tanggs! diuncangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, mermrerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupeti ini, deingainn pene npatainiysa
dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana

PARAF _KOORDINASI Eiiteksphemn. di Rumble
NO JUNIT/SATUAN KERJA| PARAF pada tanggal Il Jdvvar 2017

1 %gil:ﬂﬂ- i Pj. BUPATI BOMBANA,
2 | . . s

3 M{L&» ~

4 Kagisti (o~ (

5 lelad knp 2 Re |l Hj. SITTI SALEHA

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 19 Javary 2017

SEKRETARIS DAERAH,
H. BURHANUDDIN, A.HS,Noy

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR : ¢



